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Abstrak

Tulisan ini akan membahas sejauh mana Fatwa Majelis Ulama Indonesia
memberikan kontribusi dan peran terhadap perkembangan masyarakat Indonesia
secara nasional dan lokal serta menjadi sumbeiffijferensi utama dalam persoalan
kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam. Kajian ini menggunakan metode
kualitatif dengan sumber data dari penelusuran dokumen fatwa-fatwa khususnya
fatwa yang diterbitkan oleh MUI Kota Tasikmalaya yang dikaji dengan
menggunakan metode content analysis. Kesimpulan yang diperoleh dari kajian ini
Majelis Ulama Indonesia mulai dari MUI pusat sampai kota/kabupaten memiliki
peran strategis dalam menjavZ persoalan-persoalan kontemporer umat Islam
Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Majelis
Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya yang secara regional menjawab dari
permohonan umat dalam menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat lokal
kedaerahan. Dalam kasus di Kota Tasikmalaya kepuasan jawaban fatwa terhadap
persoalan kontemporer tidak cukup dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh
MUI pusat, tapi masyarakat berharap ada penegasan-penegasan yang bersifat
lokal demi kepastian hukum.
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Pendahuluan

Perkembangan zaman senantiasa mclahi@n tantangan dan persoalan baru
untuk dipecahkan oleh manusia. Syari’at Islam yang dibawa oleh Nabi
Muhammad SAW bersifat universal menuntut integritas penganutnya dalam
menga;akasikannya.

Begitu pula dengan kesempurnaan syari’at menuntut adanya jawaban dan
solusi terhadap permasalahan baru yang belum tentu jawabannya tersurat dengan

jelas di dalam Al-Qur’an ataupun as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam.




Syari’at Islam sesungguhnya shalih likulli zama>n wa maka>n atau

relevan dalam setiap waktu dan tempat selama digunakan dengan baik dan dalam
koridor yang sesuai dengan aturan. Jadi keabadian syari’at ini telah menjadikan
ajaran Islam mampu memberikan solusi yang terbaik untuk umatnya.

Walaupun Nabi SAW sebagai pembawa syari’at telah tiada tetapi
persoalan hidup umat Islam seﬁntiasa menanti untuk diselesaikan dengan baik.
Seperti dikatakan bahwa nas yang tersurat dalam Al-Qur’an dan hadis sangat
terbatas tetapi persoalan-persoalan yang menunggu jawabannya tems&rjalan
tanpa batasan, sebagaimana dikatakan al-Shahrastani yang kemudian jadi adagium
dikalangan pakar hukum Islam: “Teks-teks nas itu terbatas sedangkan
problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas .

Untuk itulah, ijtihad cliperlukar&lan dibutuhkan sepanjang zaman sebagai
alat untuk memproduksi hukum dan merespons permasalahan baru yang tidak
ditemukan jawaban konkret tersurat dan qath’i di dalam Al-Qur’an ataupun al-
Sunnah.

Dalam rangkaian sejarah hukum Islam tercatat, sesungguhnya sampai saat
ini pemikiran hukum Islam (ijtihad) tidak pernah terhenti. Pemikiran hukum Islam
tetap dilaksanakan oleh paling sedikitnya dua golongan p&csional, yakni para
gadli (hakim) dan para mufti. Golongan yang pertama melakukan pemikiran
hukum Islam dengan jalan pelaksanaan ilmu hukum melalui keputusan pengadilan
(jurisprudensi) sedangkan golongan kedua melalui fatwa (legal opinion) ?

Dalam hal yang sama Waell B Hallag mencoba menunjukan bahwa pintu
ijtihad tidak (pernah) tertutup baik dalam teori maupun dalam praktek. Melalui
analisis kronologis terhadap beberapa literatur yang relevan dengan berbagai

persoalan ternyata mulai dari abad ke 4 H/10 M tercatat fugaha yang mampu
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Lihat, Al-Shahrasta>ni>, al-Milal wa an-Nihal, (Mesir: Must}afa> al-Ba>bi> al-H Jalabi>, 1967),
him.199.

’H. asbi Umar, Nalar Figih Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007),
hlm. 3. Lihat Mohammad Atho Mudzhar, Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of
Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 1.
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untuk melakukan ijtihad selalu ada di sepanjang waktu dan ijtihad yang digunakan
untuk rﬁgembangkan hukum positif setelah terbentuknya mazhab-mazhab.?

Dengan demikian, ijtihad sebagai suatu prinsip gerak dinamis dalam
khazanah Islam, merupakan aktivitas daya nalar yang dilakukan oleh para
mujtahidin dalam menggali hukum Islam dan akan berlanjut sampai saat ini sesuai
dengan dinamika zaman.*

Bangsa Indonesia telah lama mengenal hukum Islam, dan perkenalan ini
melalui figh yang ternyata banyak berjasa dalam membentuk kesadaran hukum
bagi masyarakat Indonesia atau bagian dari hukum yang tidak tertulis yang
berlaku di negara kita adalah sumber dari figh.?

Hal ini bisa dipahami oleh karena itu telah meresapnya hukum Islam ke
dalam adat masyarakat Indonesia. Sedangkan hukum Islam yang datang ke
Indonesia semuanya bersumber dari kitab figh. Sekalipun dapat dikatakan bahwa
hukum-hukum itu belum merupakan hukum tertulis, namun ternyata telah jauh
berkembang dalam yurisprudensi, dalam kebiasaan dan pendapat umum, sehingga
dengan demikian Hukum Islam telah mempunyai akar yang kuat baik dalam
sumber-sumber formal maupun dalam sumber-sumber materil dari sumber-
sumber itu sendiri.®

Salah satu produk hukum yang masih dianggap mewakili kitab figh dalam
menjawab persoalan kontemporer adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis

onesia (MUI), meskipun ada sebagian masyarakat yang berangapan bahwa
g‘aj fatwa saat mengalami penyusutan nilai sehingga banyak individu maupun

lembaga yang tidak terlalu pengaruh dengan adanya fatwa.” Tapi jika dilihat dari

*Wael B Hallaq, “Was the gate of Ijtihad Closed ", International Journal of Middle East
Studies, 16 (1984), hlm. 13

“LihatAbd. Salam Arief, PembaruanPemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita:
Kajian Pemikiran Hulum Syaikh Mahmud Syaltut, (Y()gyakm: LESFI, 2003), hlm. 16.

3 Ali Yafie, “Peradilan Agama dan Hukum Islam”, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum,
Nomor 5 Tahun III, (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1992), hlm. 73

5 Ali Yafie, “Peradilan Agama dan Hukum Islam”, hlm. 73.

7Hal ini bisa kita lihat dari sederetan fatwa yang dikeluarkan lembaga MUI. dari
persoalan golput, rokok, foto pre wedding tukang ojek wanita dan masih banyak hal lainnya.
Seharusnya dengan adanya fatwa dari ulama maka seharusnya diikuti karena bagaimanapun ulama
dikatakan sebagai pewaris para nabi. namun kenyataan dilapangan tidak selamanya sama, memang
ada sebagaian yang mengikuti atas fatwa yang ada tapi ada juga yang tidak terlalu
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survey pada kasus fatwa di Indonesia, ada hasil penelitian litbang media Indonesia

mengenai respons masyarakat terhadap fatwa MUI mempunyai efek yang cukup

signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dari hari penelitian tersebut ternyata

54,58 % responden menyatakan mantap, 4542 % tidak terpengaruh. Fakta ini

menunjukan 2 k%penting:8

1. Fatwa MUI memiliki makna penting dalam masyarakat Indonesia, khususnya
umat Islam, dan sampai saat ini fatwa MUI tetap diminta dan dijadikan
gukan.

2. Karena mempunyai efek dan pengaruh ke masyarakat demikian kuat,
meniscayakan MUI untuk responsive atas dinamika dan kecenderungan
masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan sejalan dengan kemaslahatan
mereka.

Dalam konteks kedaerahan pun seperti kasus di Kota Tasikmalaya yang
dikenal dengan masyarakat relijius dan kota santri’ kiprah MUI sangat dihargai
sebagai “mufti lokal” dalam merespon persoalan hukum kontemporer yang
dihadapi masyarakat.

Hal ini bisa dilihat dari fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI
Kota Tasikmalaya. Selama tahun 2015 MUI Kota Tasikmalaya telah menerbitkan
4 fatwa tentang masalah ekonomi, yaitu 3 (tiga) buah fatwa merupakan jawaban
terhadap permintaan fatwa dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Tasikmalaya dan 1 (satu) fatwa jawaban untuk dari Dinas Pendapatan Daerah
Kota Tasikmalaya.

Dari latarbelakang tersebut, tulisan ini akan membahas sejauh mana Fatwa

MUI memberikan kontribusi dan peran terhadap perkembangan masyarakat secara

memperhatikannya.  Lihat Fatwa Islam, Peranan Fatwa  dalam Islam, dalam
hltp‘.f}’lw@dissos.bl()uspol £0.1d/2016/01/fatwa-islam- peranan-fatwa-dalam-islam.html.

% Lihat, Ma,ruf Amin, Farwa Dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: eLSAS: 2008), him.
v — Vil.

9 Kota Tasikmalaya terkenal dengan sebutan kota santri, hal ini dibuktikan dengan fakta
bahwa Kota Tasikmalaya merupakan daerah yang mempunyai sebaran dengan jumlah sckitel@
buah pesantren menurut data Forum Pondok Pesantren (FPP) Kota Tasikmalaya. Adapun yang
sudah memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) dari Kantor Kementerian Agama
adalah sejumlah 181 buah pesantren. Data Seksi Pendidikan Agama dan Keagaman (PAKIS)
Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2017.
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lokal dan menjadi sumber referensi utama dalam persoalan kontemporer yang
dihada%leh umat Islam.

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data dari
penelusuran dokumen fatwa-fatwa MUI Kota Tasikmalaya yang dianalisis dengan

enggunakan metode content analysis.
Kedudukan Fatwa dalam Ijtihad

Bicara tentang ijtihad dalam kajian hukum Islam, eksistensinya cukup
penting terutama berkaitan dengan kedudukannya sebagai dalil hukum Islam.
Kalau Al-Quran disebut sebagai sumber dasar, sedangkan hadis sebagai sumber
operasional, maka ijtihad sesungguhnya merupakan sumber dinamika hukum
Islam. Pengembangan hukum Islam ditentukan oleh kreatifnya metode-metode
ijtihad tersebut.'’

Jika berkaca pada sejarah tasyri Islam, sesungguhnya ijtihad'' telah ada
sejak zaman Rasulullah saw. Rasulullah savﬁendiri adalah mujtahid (ahli ijtihad)
pertama'?>  walaupun ijtihadnya terbatas dalam masalah-masalah yang belum
ditetapkan hukumnya oleh wahyu (Al-Qur’an). Apabila hasil ijtihad Rasulullah
saw. itu benar, maka turun wahyu membenarkannya, dan jika ijtihad Rasulullah
saw. itu salah, maka akan turun wahyu untuk meluruskan kesalah itu.

Diantara ijtihad Rasulullah saw. yang mendapat pembenaran wahyu
adalah tentang pembebasan tawanan perang Badr. Rasulullah saw. Meminta saran

kepada para sahabatnya mengenai tawanan perang tersebut. Maka usul yang

0Eksistensi Fatwa & Majelis Ulama Indonesia dalam
http:f!rep—:)sit()ry.uinsu.ilc.id/m!Sfbub_E.pdf.

!Perkatan ijtiha>d seperti yang diuraikan dalam Lisa>n al-Arab terambil dari kata el
34all s secara etimologi berarti 48l yang artinya tenaga, kuasa dan daya, sementara Jgi¥l dan
aladl berarti  2ssselly asll J;\mlg artinya penumpahan segala kesempatan dan tenaga. Arti
ijtihad menurut bahasa adalah: Pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu
urusan atau sesuatu perbuatan. Sedangkan menurut istilah adalah: Pencurahan segenap
kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan hukum syara yang amali dari dalil-dalilnya
vang terperinci. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili> memberikan kesimpulan dari beraneka ragam
definisi ijtiha>d sebagai Proses istinba>t} al-ahkam (mengeluar@gh hukum) shar 'ivah dari dalil-
dalilnva yang terperinci dalam shari="ah. Lih@%bn al-Manzur, Lisa>n al-Arab, (Kairo: Da>r al-
Ma’a=rif, t.t) Jilid I Juz IX hlm. 708 — 709, Muh}ammad u> Zahrah, Us}u>l al-Figh, (ttp.:
Da>r al-Fikr al’Arabi>, tt.), hlm. 374, Abd al-Wahha>b al-Khalla>f, Mas}air at-Tasyri=" al-
Isla=mi> fi= ma=> la> Nas{s{a Fi=hi, (Kuwait: Da>r al-Qalam, ttp), him. 7, Wahbah az-Zuhaili>,
Us}u=1 al-Figh al-Isla>mi>, (]Emskus: Da>r al-Fikr: 1986), 11, hlm. 327.

12 Lihat ‘abd al-khali>] ‘i=sa> abu> an-Nas}r, [jtihad ar-Rasu>1 s}alla Alla=h ‘alaih wa
sallama, (Kuwait: Da>r al-Baya>n, 1969, him. 71-176.
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diajukan oleh Umar ibn al-Khatta>b adalah: “Tawanan perang itu hendaknya
dibunuh.” Sedangkan Abu> Bakar as}-S}iddi>q menyarankan agar tawanan itu
dibebaskan dengan syarat membayar fidyah/denda. Ternyata Rasulullah saw.
mengambil keputusan tawanan itu dibebaskan dengan membayar fidyah/denda.

Keputusan ini merupakan ijtihad Rasulullah saw. meskipun sebelumnya
melalui musyawarah dengan para sahabat. Ternyata ijtthad Rasulullah saw
memperoleh legitimasi melalui surah al-anfal ayat 67-69."° Berbeda dengan
ijtihad Rasulullah saw. mengenai pemberian izin orang-orang munafik untuk tidak
ikut dalam peperangan, tapi kemudian Ijtihad Rasulullah saw mendapat teguran
melalui surah at-Taubah ayat 43-45.'*

Tidak hanya Rasulullah saw, para sahabat seringkali berijtihad walaupun
di kala Nabi masih hidup.'® Sebagai contoh kasus ada dua orang sahabat dalam
perjalanan yang kehabisan air, sementara mereka harus mengerjakan shalat.
Kemudian mereka bertayamum dan shalat. Tidak lama kemudian mereka
menemukan air, sementara waktu shalat masih ada. Masing-masing di antara

mereka berijtihad. Ijtihad salah satu di antara mereka adalah dengan mengulangi
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67. Tidak patut, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan
musuhnya di muka bumi. kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah
menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 68. Kalau
sekiranya tidak ada ketetapan yang Telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang
besar Karena tebusan yang kamu ambil. 69. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang
Telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah;
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
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43. Semoga Allah mema'afkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk

tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu ()rang-()rza yang benar (dalam keuzurannya) dan

sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? 44. Orang-orang yang beriman kepada Allah

dan hari Kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan

diri mereka. dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. 45. Sesungguhnya yang akan

meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari

Kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya.

I5Nabi sendiri memerintahkan Amir Ibn al-Ash untuk memutuskan suatu perkara. Lalu, ia

merasa canggung dan bertanya kepada Nabi, “Apakah saya pantas berijtihad padahal Engkau

ada?"” lalu jawab NabfEJYa, jika kamu benar dapat dua pahala dan jika salah dapat satu pahala™,
lihatt Ali Hasabullah, Ustu>1 at-Tasyri=" al-Isla>mi>, (Mesir: Da>r-Ma’a>rif, 1964), hlm. 76
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shalat dan yang lain tidak. Kasus ini diketahui Rasulullah, dan dia mengakui hasil
ijtihad mereka.'®

Perkembangan berikutnya, setelah Nabi wafat, saat tidak ada tempat
bertanya dan mengadukan persoalan hukum, maka ijitihad para sahabat semakin
aktif dalam menghadapi sedangkan persoalan dan permasalahan yang semakin
berkembang sebagai akibat semakin luasnya wilayah Islam. Masalah baru muncul
dengan begitu derasnya dan belum pernah ada petunjuk pemecahan hukumnya
dalam nash. Di sinilah para sahabat berusaha dengan bersungguh-swguh
melakukan ijtihad dengan cara menafsirkan ulang dan memperluas makna hukum
yang ada dalam al-Qur’an dan Hadits.

Salah satu kasus pada masa ini adalah ijtihad Umar ibn Khattab yang
memutuskan untuk tidak membagi-tanah-tanah di Irak (tanah Sawad) kepada para
prajurit yang menaklukkannya seperti yang berlaku pada masa Rasulullah dan dan
khalifah pertama Abu Bakar. Ternyata alasan kuat yang menjadi landasan utama
Umar tidak membagikan tanah tersebut dapat ditemukan dalam Q.S. 59:6-10 yang
makna hukumnya melarang penumpukan harta pada orang orang yang telah kaya.
Hasil tanah Sawad tersebut digunakan oleh Umar untuk kepentingan umum
seperti tunjangan bagi mereka yang kurang mampu, biaya pemeliharaan
perbatasan, dan tunjangan tetap bagi para tentara reguler sehingga mereka tidak
diberikan rampasan perang.'?

Sedangkan pada masa Abu Bakar jika menghadapi persoalan yang tidak
ditemukan nashnya dalam Al-Quran dan hadits, ia mengundang para sahabat
untuk bermusyawarah dﬁ menentukan hukum dari masalah-masalah itu.
Demikian pula pada masa Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn ‘Affan dan Ali ibn
Abi Thalib. Mereka menggunakan ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak

'8 Ali Hasabullah, Usju>I at-Tasyri=" al-Isla>mi>, (Mesir: Da>r-Ma’a>rif, 1964), him.
76
""Ahmad Hasan, Pintu [jtihad Sebelum Tertutup, Terj. Agah Gornad, (Bandung: Pustaka,
1984), him. 108.
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didapati dalam nas Al-Quran dan hadits. Inilah yang dikenal dalam kajian ushul
figh deﬁan mazhab sahabi.'®

Ijtihad mengalami perkembangan yang paling pesat pada abad kedua
sampai dengan abad keempat Hijriah. Masa itu dikenal dengan priode pembukuan
sunah serta fikih dan munculnya mujtahid-mujtahid terkemuka yang kemudian
dikenal sebagai Imam-imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam
Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hanbali).

Setelah abad keen%t Hijriah, perkembangan ijtihad mengalami

kemunduran, bahkan muncul pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup.'® Hal ini
disebabkan antara lain karena umat Islam tidak sekreatif para ulama sebelumnya,
mereka hanya merasa cukup dengan pendapat-pendapat mujtahid yang telah ada.
Pandangan bahwa semua masalah sudah ditentukan hukumnya oleh fuqaha
menyebabkan para ulama terkungkung dan hanya berkutat dalam menjelaskan dan
menafsirkan apa yang telah disepakati oleh fugaha terdahulu.?
Efek terbesar dari hal ini adalah hukum Islam menjadi statis dan kurang
apresiatif terhadap laju perkembangan masyarakat, khususnya setelah terjadi
kristalisasi mazhab-mazhab figh. Akhirnya tradisi ijtihad menjadi barang langka
dan m%apai anti klimaksnya. Tradisi ijtihad kemudian diambil alih oleh tradisi
taglid yang pada umumnya diartikan sebagai penerimaan bi ld kayfa (taken for
granted) terhadap doktrin mazhab-mazhab.

Namun, bukan berarti bahwa aktivitas pemikiran hukum Islam telah

berhenti sama sekali. Ia tetap ada meskipun dalam kuantitas dan kualitas yang

22

18 gazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah saw. tentang suatu kagee§di mana
hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-qur’an dan sunnah Rasulullah saw. Lihat Satria
Effendi M Zein, Ushul Figh, (Jakata: Kencana Prenadia Media Group, 2009), cet. IT1, him. ]()

' Tbrahim Abbas Dzarwy menjelaskan bahwa ijtihad tetap terbuka bagi orang yang
mampu mcnggalmkum dari sumber—sumbernya. Di samping itu, instrumen untuk melakukan
ijtihad masa kini jauh lebih mudah dibandingkan dengan masa sebelumnya. Hal ini karena hadis,
tafsir, ayat-ayat ilhkillmlilh terkompilasikan secara lengkap. Hanya saja tekad untuk melakukan
ijtihad masih lemah. Ibrahim Abbas al-Dzarwy, Teori ljtihad dalam Hukum Islam, Terj. Agil
Husein al-Munawar (Semarang: Dimas, 1993), hal 42.

2 Pada masa ini tidak ada lagi muncul mujtahid-mujtahid yang memiliki kemampuan
yang dimiliki oleh para mujtahid sebel@yu sehingga tidak ada lagi yang disebut mujtahid mitlak
(mujtahid mustaqill). Yang ada hanya mujtahid fi al-Mazhab (mujtahid yang mengikuti pendapat
para imam mazhab sebelumnya) atau mujtahid murajjih (mujtahid yang menerangkan dan
memperkuat pendapat para imam-imam mazhab sebelumnya).
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berbeda serta laju perkembangannya agak terlambat. Keberlangsungan ijtihad
sampai ini dipertahankan oleh gadli melalui putusan peradilan dan mufti melalui
fatwanya. Setiap persoalan yang di hadapi umat Islam khususnya umat Islam
Indonesia dipecahkan melalui lembaga fatwa.

Pada masa kini, para ulama semakin dituntut untuk melakukan ijtihad. Hal
ini karena disebabkan Waknya persoalan yang dihadapi umat akibat perubahan
yang begitu pesat dan perkembangan teknologi dari hari ke hari semakin maju.
Akibatnya adalah munculnya berbagai masalah beru yang tidak didapati pada
masa para Imam mazhab terdahulu, seperti donor anggota tubuh, bank sperma,
kontrak rahim dan berbagai masalah lainnya.

Masalah-masalah tersebut sudah_tentu membutuhkan ijtihad dari pihak-
pihak yang berkompeten. ljtihad pada masalah-masalah yang baru muncul yang
belum ada ketetapan hukumnya dan disinari oleh dalil-dalil syar’i disebut dengan
al-ijtihad bi al-Fatwa. Bahkan boleh jadi ijtihad tersebut dilakukan pada masalah-
masalah yang telah ada pada masa imam-imam mazhab dan telah ada ketetapan
hukumnya. Namun, oleh para mujtahid saat sekarang ini mampu merumuskan
ketetapan hukum baru yang lebih sesuai dengan zaman, lebih bermanfaat buat
manusia dan lebih dekat untuk merealisasikan magashid al-syar'iah*!

Dalam prosesnya fatwa tidak bisa serta merta keluar dengan begitu saja
tetapi harus melalui pertimbangan i al-hajah, li al-mashlah}ah, li magashid asy-
syari’ah dengan berpedoman pada metode al-manhaj fi isbat al-fatwa yang
diyakini akan mampu menetapkan hukum yang benar. Seperti misalnya apa yang
dilakukan_gleh Komisi Fatwa MUI Pusat dalam memutuskan fatwanya selalu
melalui 3 pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Nash Qat’i, dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur’an
atau hadits. Maka kalau tidak ada digua(an pendekatan selanjutnya, yaitu:
2. Pendekatan Qauli yang mendasarkan pada pendapat imam mazhab dalam al-

kutub al-mu’ tabarah (i° "adatun- nazar)

35
' *Alla>l al-Fa>si>, Maga>s}id ash-Shari="ah al-Isla>miyyah wa maka>rimuha>, (ad-Da>r
al-Baid}a>: Maktabah al-Wah}dah al-*Arabiyyah, tt.), 41 — 57.
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3. Pendekatan Manhaji yang mendasarkan pada kaidah-kaidah pokok (al-

gawa’id al-ushuliyah) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam
madzhab.

Pendekatan ini dilakukan melalui ijtihad secara kolektif dengan
menggunakan metode Al-Jam ’wa!—rauﬁq (kompromisasi), Tarjihi (memilih dalil
yang paling kuat), Hhaqiémenyamakan suatu kasus yang terjadi dengan
padananannya dalam kitab mu tabarah) dan Istinbathi (dengan memberlakukan
metode qiyasi, istishlahi, dll).

Kategori Fatwa MUI

Dalam memutuskan persoalan-persoalan kontemporer, setidaknya ada 4
kategori fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia:
1. Fatwa Komisi Fatwa MUL.

Fatwa Komisi Fatwa MUI merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh komisi
fatwa MUI setelah melakukan pengkajian terhadap suatu permasalahan. Sebagai
contoh fatwa mengenai hukum menggunakan atribut non muslim, fatwa perihal
shalat jumat di tempat selain mesjid, dan lain-lain.

2. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI

Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional MUI
dalam rangka mewujudkan aspirasi umat ISHI tentang masalah perekonomian.
Dengan adanya fatwa DSN MUI berusaha mendorong penerapan ajaran Islam
dalam bidang perckonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan
tuntunan syariat Islam. Sebagai contoh fatwa DSN MUI aalah tentang wakaf,
manfaat asuransi dan manfaat investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, sertifikat
deposito syariah dan lain-lain.

3. Fatwa Hasil Munas MUI

Musyawarah Nasional MUI merupakan forum nasional lima tahunan MUI,
dan fatwa hasil Munas MUI adalah fatwa yang diterbiﬁn oleh MUI ketika
pelaksanaan Musyawarah Nasional. Sebagai contoh fatwa kriminalisasi hubungan
suami isteri dan fatwa tentang pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah dan
wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

4. Fatwa [jtima’ Ulama
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Fatwa ijtima’ ulama merupakan fatwa hasil dari pertemuan seluruh komisi
fatwa se-Indonesia untuk membahasa masalah-masalah strategis kebangsaan dan
keummatan. Sebagai contoh fatwa tentang kedudukan pemimpin yang tidak
menepati janji, kriteria pengkafiran, radikalisme agama, pemanfaatan tanah untuk
kesejahteraan umat dan bangsa, penyerapan hukum Islam ke dalam hukum
nasional.

Fatwa MUI Kota Tasikmalaya
Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya termasuk salah satu lembaga
g baru lahir seiring lahirnya Pemerintahan Kota Tasikmalaya dengan terbitnya
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya
yang mengantarkan Pemerintah Kota Administratif Tasikmalaya melewati pintu
gerbang Daerah Otonomi Kota Tasikmalaya untuk menjadi daerah yang
mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Majelis Ulama Indonesia Kota Tasiﬁnalaya berkiprah sejalan dan secita-
cita dengan MUI Pusat yakni bagaimana mewujudkan potensi kemasyarakatan
yang lebih baik sebagai hasil kerja keras serta kerja sama segenap potensi umat
melalui aktivitas potensi ulama, umara dan cendikiawan muslim untuk kejayaan
Islam dan umat Islam (‘/zzul Islam wal muslimin) guna membangun masyarakat
yang diridhoi oleh Allah SWT yang penuh rahmat (rahmatan lil'alamin) di
tengah-tengah kehidupan umat manusia dan bangsa Indonesia menuju masyarakat
yang berperadaban.

Maka peran utama MUI Kota Tasikmalayapun sejalan dan merupakan
ﬁnanjangan tangan dari MUI Pusat, yaitu:

1. Sebagai ahli waris tugas para nabi (warasatul anbiya)
Sebagai pemberi fatwa (Mufti)

Sebagai pembimbing dan pelayan umat (khodimul ummah)
Sebagai Penegak Amar Ma’ruf Nahi Mungkar

Sebagai pelopor gerakan pembaruan (al-tajdid)

[= W I SN VS N ]

Sebagai pelopor gerakan perbaikan dan perdamaian (ishlah)
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Salah satu peran MUI Kota Tasikmalaya adalah memberikan pelayanan
berupa nasihat hukum dan fatwa yang diminta dari masyarakat atau lembaga yang
membutuhkan.
Sejak berdiri secara terpisah dengan MUI Kabupaten Tasikmalaya, telah
banyak nasihat hukum dan beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Kota
Tasikmalaya. Dalam hal nasihat hukum, biasanya masyarakat atau lembaga
datang ke MUI untuk memohon penjelasn hukum mengenai berbagai persoalan
yang&ajukan secara lisan dan dijawab oleh para ulama yang tergabung dalam
MUI sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing komisi.
Sedangkan untuk masalah fatwa khususnya di tahun 2015 MUI Kota
Tasikmalaya melalui Komisi Fatwanya telah melahirkan 4 (empat) putusan yang
merupakan jawaban permohonan fatwa dari Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Tasikmalaya dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya,
yaitu:
1. Fatwa MUI Kota Tasikmalaya nomor: 065-a/DP-K/B .01/X11-23/Ftw/I11/2015
tentang Peng&maan Dana Zakat untuk Istismar (Investasi)

2. Fatwa MUI Kota Tasikmalaya nomor: 065-b/DP-K/B .01/X11-23/Ftw/111/2015
tentang PcmlEIian Zakat untuk Beasiswa

3. Fatwa MUI Kota Tasikmalaya nomor: 065-¢/DP-K/B .01/X11-23/Ftw/I11/2015

tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk dikelola dan dikembangkan pada

Kegiatan Produktif.
4. Fatwa MUldg:)ta Tasikmalaya nomor: 096/DP-K/B.01/XII-23/Ftw/X/2015

tentang Pemberian Penghargaan/Hadiah dengan Pengundian.
Fatwa MUI Kota Tasikmalaya untuk BAZNAS Kota Tasikmalaya

Pada pertengahan bulan Pebruari 2015, MUI Kota Tasikmalaya

mendapatkan surat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Tasikmalaya Nomor: 020/Baznas Kota Tsm/II/2015 Tanggal 23 Pebruari 2015
Perihal Permohonan Kajian Fatwa tentang beberapa hal yang akan menjadi
kebijakan program BAZNAS Kota tasikmalaya yaitu tentang:
a. Penggunaan dana zakat untuk Istitsmar (Investasi)
b. Pemberian zakat untuk beasiswa
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c. Mentasharufkan Dana Zakat untuk dikelola dan dikembangkan pada Kegiatan
Produktif

Sesungguhnya persoalan-persoalan ini telah menjadi putusan fatwa dari
Mﬁlis Ulama Indonesia (MUI) dengan diterbitkannya beberapa fatwa:

a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan
Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi).

b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep.-120/MU/II/1996 Tentang
Pemberian zakat untuk Beasiswa

c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyaluran Dana Dana Zakat Untuk
Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tahun 1982/1402 dan Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam bentuk Aset kelolaan

Beberapa fatwa ini sudah disodorkan kepada BAZNAS Kota Tasikmalaya
untuk dijadikan pertimbangan hukum, tapi karena alasan adanya kemungkinan
kebijakan lokal dan beberapa pertimbangan yang sifatnya kekhususan di Kota
Tasikmalaya, BAZNAS Kota Tasikmalaya memohon kepada MUI untuk
mengadakan sidang Komisi Fatwa.

Dalam sidang yang juga dihadiri oleh para pengurus BAZNAS Kota
Tasikmalaya pada hari Selasa tangal 12 Jumadil Ula 1436 H / 03 Maret 2015
bertempat di Kantor MUl Kota Tasikmalaya. Para ulama mencoba menggali
persoalan hukum dengan berbagai referensi, meskipun yang menjadi pegangan
utamanya adalah fatwa yang sudah diterbitkan oleh MUI Pusat.

Dari hasil sidang komisi tersebut MUI Kota Tasikmalaya akhirnya
mengeluarkan fatwa yang isinya hanya menguatkan putusan Fatwa MUI pusat
ditambah beberapa point tambahan yang merupakan kebijakan lokal.

Jika diperbandingkan hasil putusan fatwa MUI Kota Tasikmalaya dengan
MUI Pusat adalah sebagai berikut:

Fatwa MUI Pusat éatwa MUI Kota Tasikmalaya

1. Zakat mal harus dikeluarkan | I. Zakat mal harus dikeluarkan

sesegera mungkin (fauriyah), baik sesegera mungkin (fauriyah), baik
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dari muzakki kepada amil maupun
dari amil kepada mustahiq.

. Penyaluran (tauzi’/distribusi) zakat
mal dari amil kepada mustahiq,
harus

walaupun pada dasarnya

fauriyah,  dapat  di-ta’khir-kan
apabila mustahiq-nya belum ada atau
ada kemaslahatan yang lebih besar.

. Maslahat ditentukan oleh
Pemerintah dengan berpegang pada
aturan-aturan kemaslahatan

(sehingga maslahat tersebut
merupakan maslahat syar’iyah.
. Zakat yang di-ta’khir-kan boleh

diinvestasikan (istitsmar) dengan

syarat-syarat sebagai berikut :

a. Harus disalurkan pada usaha yang
dibenarkan oleh syariah dan
peraturan yang berlaku (al-thuruq
al-masyru’ah).

b. Diinvestasikan pada  bidang-

bidang usaha yang diyakini akan

memberikan keuntungan atas
dasar studi kelayakan.

c. Dibina dan diawasi oleh pihak-
pihak yang memiliki kompetensi.

d. Dilakukan oleh institusi/lembaga

yang professional dan dapat
dipercaya (amanah).
e. Izin investasi (istitsmar)harus

. Maslahat

dari muzakki kepada amil maupun
dari amil kepada muygstahiq.

yaluran (tauzi’/distribusi) zakat
mal dari amil kepada mustahiq,
harus

walaupun pada dasarnya

Sfauriyah,  dapat diﬁ'khfr—kan
apabila mustahig-nya belum ada
atau ada kemaslahatan yang lebih
besar.

ditentukan oleh
Pemerintah dengan berpegang pada
aturan-aturan kemaslahatan (walsd y)
saslide) sehingga maslahat tersebut

merupakan maslahat syar’iyah.

. Harus ada izin dari mustahiq yang

dalam hal ini bisa dilakukan dengan:
a. Menyalurkan kepada para
mustahiq di tiap-tiap kecamatan
minimal 3 orang dari tiap ashnaf

b. Meminta izin tertulis dari mereka

. Zakat yang di-fa khir-kan boleh

diinvestasikan (istitsmar) dengan

syarat-syarat sebagai berikut:

a. Harus disalurkan pada wusaha
yang dibenarkan oleh syariah dan
peraturan yang berlaku (al-thurug
al-masyru’ah).

b. Diinvestasikan pada bidang-

bidang usaha yang diyakini akan

memberikan keuntungan atas
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diperoleh dari Pemerintah dan
Pemerintah harus menggantinya
apabila terjadi kerugian atau
pailit.
. Tidak ada fakir miskin yang
kelaparan atau memerlukan biaya
yang tidak bisa ditunda pada saat
harta zakat itu diinvestasikan.

. Pembagian zakat yang di-ta’khir-
kan karena diinvestasikan harus

dibatasi waktunya.

dasar studi kelayakan.

. Dibina dan diawasi oleh pihak-

ihak yang memiliki kompetensi.
. Dilakukan oleh institusi/lembaga
yang professional dan dapat

dipercaya (amanah).

. Izin investasi (istitsmar) harus

diperoleh dari Pemerintah dan
Pemerintah serta Baznas Kota
Tasikmalaya harus menggantinya
apabila terjadi kerugian atau

ailit.
P

. Tidak ada fakir miskin yang

kelaparan atau memerlukan biaya
yang tidak bisa ditunda pada saat

harta zakat itu diinvestasikan.

. Pembagian zakat yang di-ta ‘khir-

kan karena diinvestasikan harus

dibatasi waktunya.

Dari tabel ini bisa dilihat bahwa putusan fatwa MUI Kota Tasikmalaya
lebih sekedar mengikuti fatwa mui pusat meskipun ada beberapa point tambahan
yang merupakan kebijakan lokal Kota Tasikmalaya diantaranya point harus ada
izin dari mustahiq yang dalam hal ini bisa dilakukan dengan:

a. Menyalurkan kepada para mustahiq di tiap-tiap kecamatan minimal 3 orang
dari tiap ashnaf
b. Meminta izin tertulis dari mereka
Demikian pula dalam fatwa yang lainnya seperti putusan fatwa tentang

pemberian zakat untuk beasiswa dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Fatwa MUI Pusat Fatwa MUI Kota Tasikmalaya
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46 I

Memberikan  uwang  zakat  untuk
keperluan pendidikan, khususnya dalam
bentuk beasiswa, hukurnnya adalah

SAH, karena termasuk dalam asnaf fi

sabilillah,  yaitu  bantuan  yang
dikeluarkan dari dana zakat
berdasarkan  Al-Qur’an  surat  At-

Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa

pengertian fi  sabilillah  menurut
sebagian ulama figh dari beberapa
mazhab dan ulama tafsir adalahnya
“lafaznya umum”.

Oleh karena itu, berlakulah qaidah

usuliyah: YABQOL  ‘UMUUMU

‘ALAA "UMUUMIHI.

Sidang memberikan  pertimbangan

bahwa pelajar/ mahasiswa/ sarjana

muslim, penerima zakat beasiswa,
daknya :

Berprestasi akademik.. Diprioritaskan
bagi mereka yang kurang mampu.-
Mempelajari ilmu pengetahuan yang

bermanfaat bagi bangsa Indonesia

Memberikan  uvang  zakat  untuk
keperluan pendidikan, khususnya dalam
bentuk beasiswa, hukurnnya adalah
SAH, dengan pertimbangan bahwa

penerima beasiswa tersebut adalah:

1. Santri
2. Pelajar
3. Mahasiswa

4. Sarjana muslim

serta memiliki salah satu dari

kualjfjkasi:

1. Santri yang sedang menimba ilmu
di Pondok Pesantren

2. Diprioritaskan pelajar/mahasiswa
yang tinggal di Po&ok Pesantren

3. Memiliki prestasi akademik.

4. Diprioritaskan bagi mereka yang
kurang mampu.

ilmu

5. Mempelajari pengetahuan

yang bermanfaat bagi bangsa

Indonesia

Bahkan dalam fatwa tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Dikelola

Dan Dikembangkan Pada

Kegiatan Produktit, MUI

Kota Tasikmalaya

memberikan tambahan poin sebagai berikut:

Fatwa MUI Pusat

Fatwa MUI Kota Tasikmalaya

1. Zakat yang diberikan kepada fakir
miskin dapat bersifat produktif.

13
1. Zakat yang diberikan kepada fakir
miskin dapat bersifat produktif.
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2. Dana =zakat atas nama Sabilillah | 2. Dana zakat boleh ditasarufkan

boleh ditasaruftkan guna keperluan gan dikelola dan dikembangkan
maslahah’ammah (kepentingan guna keperluan maslahah ‘ammah
umum). (kepentingan umum) dengan izin

secara tertulis dari mustahiq.

Dari beberapa fatwa ini MUI Kota Tasikmalaya berusaha memberikan
pelayanan berupa fatwa kepada masyarakat. Keberadaan MUI sebagai lembaga
yang dapat memberikan fatwa, tidak dapat dipungkiri sangat membantu dalam
menjawab persoalan umat kotemporer.

Dalam hal ini, ada beberapa pertanyaan kenapa MUI Kota Tasikmalaya
tetap melaksnakana sidang komisi fatwa padahal sudah ada fatwa MUI Pusat. Ada
beberapa Faktor yang mempengaruhi keputusan MUI dalam mengeluarkan fatwa
dalam hal ini yaitu:??

1. Adanya permohonan secara resmi dari lembaga pemohon fatwa untuk
menjawab persoalan yang disodorkannya

2. Ada keinginan untuk menghadapi dan menjawab tantangan kontemporer
untuk lingkungan lokal. Karena boleh jadi ada perubahan keadaan yang
diakibatkan oleh keadaan sosial budaya dan politik.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya Untuk Dinas Pendapat

Daerah Kota Tasikmalaya Tentang Pemberian Penghargaan/Hadiah Dengan

Pengundian

Fatwa ini merupakan jawaban hukum untuk Dinas Pendapatan Daerah
Kota Tasikmalaya yang memohon fatwa dengan melayangkan surat Nomor:
466/1167/Dipenda Tanggab?S September 2015 tentang Fatwa Pemberian
Penghargaan Kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hal ini Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya
mempunyai target untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak bumi dan
bangunan melalui program pemberian hadiah. Jadi para pembayar pajak yang
melunasi PBB nya akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh

hadiah yang akan diberikan oleh Dinas Pendapat Daerah Kota Tasikmalaya.

2 Wawancara dengan pengurus MUI Kota Tasikmalaya
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Namun sebelum melakukan program tersebut, para pimpinan Dinas
tersebut berembug untuk memohon fatwa kepada MUI Kota Tasikmalaya terkait
dengan boleh tidaknya memberikan hadiah kepada para pembayar pajak yang
lunas tanpa tunggakan.

Dari hasil sidang Komisi Fatwa yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal
20 Dzulhijjah 1436/ 04 Oktober 2015 di Kantor MUI Kota Tasikmalaya,
diputuskan bahwa:

1. Hukum memberi penghargaan/hadiah kepada yang berprestasi adalah boleh.
2. Hukum undian untuk menentukan penerima penghargaan/hadiah adalah boleh
selama tidak ada pihak yang dirugikan.

Putusan fatwa MUI ini akhirnya menjadi landasan hukum i Dispenda
Kota Tasikmalaya untuk menjalankan programnya dalam rangka meningkatkan
kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penutué

Banyak ayat-ayat Al-Qur’a>n yang dimm%ﬁm sebagai respon terhadap
situasi masayarakat saat Al-Qur’an diturunkan yang kemudian tumbuh dan
berkembang lebih luas lagi. Sejalan dengan perkembangan Islam ke seluruh
penjuru dunia, maka muncul pula persoalan-persoalan baru yang berbeda dengan
persoalan yang dihadapi kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW., untuk
itulah diperlukan ijtihad yang kreatif dan inovatif.

Termasuk di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia termasuk salah satu
lembaga keagamaan yang berijtihad memberikan jawaban-jawaban dari problema
baru umat Islam di Indonesia dengan memberikan fatwa dalam isu-isu
kontemporer.

Majelis Ulama Indonesia mulai dari tingkat nasional sampai kota dan
kabupaten memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan-persoalan
kontemporer umat Islam Indonesia baik dalam skala nasional maupun
regional/kedaerahan.

Termasuk fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia
Kota Tasikmalaya yang secara regional menjawab dari permohonan umat dalam
memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat lokal kedaerahan.

18




Dalam kasus di Kota Tasikmalaya kepuasan jawaban fatwa terhadap
persoalan kontemporer tidak cukup dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh
MUI pusat, tapi masyarakat berharap ada penegasan-penegasan yang bersifat

lokal demi kepastian hukum.
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